BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PEMERIKSAAN PPh ORANG PRIBADI

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri No. 625 / KMK.04 / 1994 yang kemudian dirubah dalam Surat Keputusan Mentri Keuangan No. 545 / KMK.04 / 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, yang berhak mengadakan pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena itu pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.


Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, dikatakann bahwa untuk keperluan pemeriksaan aparat pajak  harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksa serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.


Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan pengetahuan tentang standard an tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Sehinnga tidak setiap pegawai negeri sipil atau tenaga ahli di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dikategorikan sebagai Pemeriksa Pajak. Hanya pegawai negeri sipil atau tenaga ahli yang memenuhi persyaratan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dapat melaksanakan pemeriksaan pajak.


Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal (1) ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), (2) kesesuaian laporan perpajakan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, (3) kebenaran materi atau substansi dari laporan perpajakan, dan (4) adanya indikasi tertentu yang mengisyaratkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannnya.


Dengan System Self Assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum perpajakan.


Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, Undang-Undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545 / KMK. 04 / 2000 tanggal 22 Desember 2000. dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban wajib pajak selama dalam pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan.

2.1.1 Perbedaan Pemeriksaan Akuntan dengan Pemeriksaan Pajak


Tujuan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi adalah untuk kepentingan berbagai pihak. Oleh sebab itu, prinsip yang digunakan oleh akuntan dalam pemeriksaannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi. Salah satu sifat utama hasil laporan akuntan publik ialah hasil pemeriksaan tidak pernah berdasarkan kebenaran, melainkan kewajaran. Pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya diberikan melalui pemeriksaan yang dilakukan pada data acak (sampel). Disamping itu, dalam pemeriksaannya, akuntan publik berpedoman pada konsep materialitas dan konservatisme. Padahal konsep-konsep tersebut justru tidak dipakai dalam bidang perpajakan.


Berdasarkan alasan tersebut, maka pendapat akuntan publik tidak dapat dipakai oleh aparat perpajakan sebagai alat perhitungan besarnya pajak terutang, artinya laporan akuntan publik tidak wajib disampaikan kepada aparat, karena laporan tersebut hanya berguna bagi aparat sebagai data pelengkap. Prinsip perpajakan dalam penghitungan penghasilan pajak berdasarkan pada data keuangan angka sebenarnya. Agar laporan akuntan dapat dipakai dalam perpajakan maka ruang lingkup pemeriksaan keuangan harus menyeluruh yaitu mulai dari rupiah yang terkecil sampai yang terbesar. Walaupun laporan akuntan sebagai alat penghitungan pajak terutang, namun wajib pajak khususnya perusahaan besar dianjurkan melampirkan hasil pemeriksaan akuntan publik pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Menurut  Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, mengemukakan bahwa pemeriksaan adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ”.

     (2004 : 34)
Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah sebagai berikut :

“ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ”.
Menurut Burton dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak” mengemukakan, bahwa: 

“Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa”. 

     (2001 : 57)
Dari beberapa pengertian diatas maka penilus dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Tujuan Pemeriksaan 

Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka setiap pelaksanaannya mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan.

Tujuan pemeriksaan menurut  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545 / KMK. 04 / 2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah :

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dilakukan dalam hal :

1). Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

3). Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

4). Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5). Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :

1). Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) secara jabatan.

2). Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3). Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

4). Wajib Pajak mengajuan keberatan

5). Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

6). Pencocokan data dan atau keterangan.

7). Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

8). Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

9). Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai angka 8).

2.1.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan

Di dalam pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tujuannya agar terhindar dari kecurangan dalam pemeriksaan. 

Kebijakan umum pemeriksaan dapat dibagi dalam 9 (sembilan) butir, yang telah dikutip oleh Burton dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak” sebagai berikut :

a. Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk dilakukan pemeriksaan.

b. Setiap pemeriksaan harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.

c. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP).

d. Tidak diperkenankan pemeriksaan ulang atas jenis dan tahun pajak yang sama.

e. Buku-buku catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak tidak harus asli dan dapat berupa foto copy sesuai dengan yang aslinya.

f. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Pemeriksaan (PSK) atau ditempat wajib pajak (Pemeriksaan Sederhana Lapangan atau Pemeriksaan Lengkap).

g. Jangka waktu pemeriksaan terbatas.

h. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya.

i. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, berupa hal-hal yang berbeda antara (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.










    (2001 : 105)

Uraian dari butir-butir diatas adalah : 

a. Bahwa tidak ada satu pun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa. Hanya saja jenis-jenis pemeriksaannya yang berbeda-beda. 

b. Dan wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa dan SP3 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan. Dan perlu diingat bahwa setiap SP3 hanya memeriksa 1 (satu) tahun pajak. Tujuannya adalah untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

c. Wajib pajak harus mengetahui unit-unit mana yang dapat melakukan pemeriksaan. Pada prinsipnya, pemeriksaan dapat dilakukan oleh 4 (empat)  unit Pelaksana Pemeriksa Pajak, yaitu : (1) Kantor Pelayanan Perpajakan, (2) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), Kantor Wilayah (KANWIL), (4) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perpajakan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan kantor wilayah tergantung pada wilayah kerja atau tempat dimana wajib pajak terdaftar sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mencakup seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

d. Hal yang dapat diperkenankan untuk diperiksa ulang adalah :

1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak dapat diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Terdapat data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terhutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.

e. Dalam hal wajib pajak takut untuk meminjamkan buku-buku, catatan dan dokumen yang asli, wajib pajak dapat meminjamkan foto copy dengan syarat dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa foto copy tersebut sama dengan  aslinya. Mengenai buku-buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam sebaiknya wajib pajak kooperatif karena ini berpengaruh pada pemenuhan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

f. Pemeriksaan dapat juga dilakukan di kantor tempat wajib pajak bekerja (PSK) atau di lapangan dimana wajib pajak melakukan kegiatan usahanya (PSL).

g. Pemeriksaan mempunyai jangka waktu yang berbeda, yaitu:

1. Pemeriksaan Lengkap (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan surat instruksi dari Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4). Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjuangan paling lama 6 (enam) bulan dengan ijin Kepala Kanwil untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kelompok fungsional Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, atau ijin dari Direktur P4 untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kelompok Fungsional Kantor Pusat Pajak Direktorat Jenderal Pajak dan Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan khususnya atas instruksi Direktur P4.

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu (1) satu bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi dari Direktur P4. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangnan paling lama 1 (satu) bulan dengan ijin Kepala Kantor Wilayah atau Ijin dari Direktur P4 untuk pemeriksaan yang dilakukan atas Direktur P4.

3. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu terhitung sejak Surat Pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan paling lama 2 (dua) minggu dengan ijin Kepala Kantor Wilayah.

h.   Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

1. SPT wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.

2. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur P4. perluasan pemeriksaan tersebut harus mendapat ijin dari atasannya, sebagai contoh pemeriksaan oleh KPP dan KARIKPA harus mendapat ijin dari kepala Kantor Wilayah. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada kewenangan yang ditambah-tambah. Perluasan pemeriksaan harus didukung SP3 baru sesuai dengan tahun pajak yang diperiksa.

i.    Hasil pemeriksaan harus diberatahukan kepada wajib pajak secara tertulis.


Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan itu harus ada kerja sama yang baik antara wajib pajak dengan aparat pemeriksa pajak yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kejala kecurangan atau indikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan harus dilakukan dengan tujuan agar indikasi bahwa wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berkurang atau sama sekali dihilangkan dan tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri akan meningkat. 

Menurut Hardi dalam bukunya yang berjudul “Pemeriksaan Pajak” pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis pemeriksaan, dintaranya adalah :

1. Pemeriksaan Rutin

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

3. Pemeriksaan Khusus

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan










        (2003 : 9)

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

a. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar.

b. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar.

c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari suatu KPP ke KPP lain.

d. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan wajib pajak kelompok Non-efektif.

e. Wajib pajak melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

f. Pemusatan tempat terhutang PPN.


Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan yang terpilih berdasarkan system kriteria seleksi. Penggunaan system tersebut dimaksudkan untuk mengurangi unsure subjektivitas dalam pemilihan wajib pajak karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data atau informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan sistem ini, hanya wajib pajak yang mempunyai potensi perpajakan yang tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya yang akan diperiksa.


Selain pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi, dikenal pula istilah Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap :

a. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat termasuk melalui pos 5000.

c. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.

      Secara prinsip pemeriksaan khusus ini harus mendapat persetujuan dari   atasannya.


Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik, dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lokasi dapat dilaksanakan sehubungan dengan :

a. SPT tahunan PPh Pasal 21 dan / atau SPT Masa PPN menyatakan lebih bayar.

b. SPT Tahunan PPh pasal 21 dan / atau SPT Masa PPN tidak disampaikan masing-masing selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

c. Permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) wajib pajak domisili dan / atau usulan dari UP3 wajib lokasi.


Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini dapat dilakukan atas masa pajak sampai dengan bulan oktober tahun yang bersangkutan.


Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di didang perpajakan.

2.1.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

 Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah dikantor atau dilapangan tempat dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.


Menurut Hardi dalam bukunya yang berjudul “Pemeriksaan Pajak” bahwa berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebut diatas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pemeriksaan Lapangan

2.   Pemeriksaan Kantor



                                                                                          (2003 : 10)

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.


Pemeriksaan lapangan ini dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak (all taxes), untuk tahun berjalan dan / atau tahun-tahun sebelumnya dan / atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) atau dengan Pemeriksaan Lapangan Sederhana (PLS). Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan PSL dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.


Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan wajib pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan / atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

2.1.7 Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak
Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya.

Menurut Hardi dalam bukunya “Pemeriksaan Pajak”, secara garis besar pemeriksaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

a. Persiapan Pemeriksaan Pajak

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
c. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

                                                                                                            (2003 : 18)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak terdiri   dari :

1. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data.

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak .

3. Mengidentifikasi masalah.

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

6. Menyusun program pemeriksaan.

7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan.


Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari : 

1. Memeriksa di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan laporan).

2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.

3. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.

7. Melakukan sidang penutup (closing conference).


Laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Jadi di dalam pemeriksaan terdapat 3 tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh aparat pajak dalam menjalani pemeriksaan atas pajak.3 (tiga) tahapan itu adalah persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak. 

2.1.8  Norma Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak dan wajib pajak. 


Menurut Gunandi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, hak dan kewajiban dalam pemeriksaan antara lain :

1. Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan
2. Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak 
3. Hak Pemeriksa (Aparat) Dalam Pemeriksaan Pajak
4. Kewajiban Pemeriksa (Aparat) Pajak.
                                                                                                            (1998 : 52-53)

Dari keempat hak dan kewajiban diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
a. Meminta kepada pemeriksa (aparat) untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa.

b. Meminta kepada pemeriksa (aparat) untuk memberikan penjelasan tentang dan tujuan pemeriksaan.

c. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.

d. Meminta tanda bukti peminjaman berkas-berkas,catatan-catatan,dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak.

e. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

f. Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.

2. Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.

c. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku,catat-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila surat permintaan tidak dipenuhi oleh wajib pajak, jumlah pajak terutang dihitung secara jabatan.

d. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

e. Memberi keterangan lisan dan / atau tertulis yang diminta.

3. Hak Pemeriksa (Aparat) dalam Pemeriksaan Pajak adalah sebagai  berikut:

a. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya

b. Meminjam buku-buku,catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.

c. Meminta keterangan lisan dan / atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.

d. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan / atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut.

e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.

f. Meminta keterangan dan / atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga  yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

4. Kewajiban Pemeriksa (Aparat) Pajak adalah sebagai berikut :

a. Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

c. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.

d. Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.

e. Memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.

f. Memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat 14 hari sejak selesai pemeriksaan.

h. Tidak memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui untuk diberitahukan kepada wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Unsur lain dalam pemeriksaan adalah pedoman, yaitu pegangan yang dapat dipakai oleh aparat untuk menjalankan tugas pemeriksaannya, agar wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tidak disalahgunakan oleh aparat yang tidak ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Pedoman pemeriksaan sesuai Surat Ketentuan Menteri Keuangan No.545 / KMK.04 / 2000, yaitu :

1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Dalam pedoman umum pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dilaksankan oleh Pemeriksa (Aparat) Pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.

b. Pemeriksa (Aparat) Pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa (Aparat) Pajak dengan menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.

d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaa Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan 

Dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan meliputi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa (Aparat) Pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan

Dalam pedoman laporan pemeriksaan meliputi sebagai berikut :

a.  Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat kesimpulan Pemeriksa (Aparat) Pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada / atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Laporan Pemeriksa Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan :

1.   Berbagai faktor perbandingan.

2. Nilai absolut dari penyimpangan.

3. Sifat dari penyimpangan.

4. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.

5. Pengaruh Penyimpangan.

6. Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.10  Produk Dari Hasil Pemeriksaan 

Penggunaan Self Assessment System dalam pemungutan pajak di Indonesia, menimbulkan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang terutang (kewajiban perpajakan material), membayar atau menyetorkan sendiri dan melaporkan sebagai pertanggungjawaban (kewajiban perpajakan formal), dari tindakan menghitung dan menyetor sendiri sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan Undang-Undangperpajakan pasal 12 ayat (1).

Menurut buku Undang-undang Pajak 2006 pasal 12 ayat (1) Ketetapan Umum Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut :


“ Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dan tidak menggantungan pada adanya Surat Ketetapan Pajak”. 
                                                                                                                (2006 : 158)


Produk dari hasil pemeriksaan pajak adalah :

1. Usulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang terdiri dari :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

2. Usulan Penyidikan

a. Kemungkinan ancaman Pasal 38 Ketetapan Umum Perpajakan.

b. Kemungkinan ancaman Pasal 39 Ketetapan Umum Perpajakan.

2.2 Fiskus / Aparat

Pemeriksaan dilakukan oleh fiskus atau aparat yang sudah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

 Sebagaimana dinyatakan oleh Erly Suandy dakam bukunya “ Hukum Pajak” bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau katerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan”.

    (2000 : 127)
“Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
    (2000 : 140)


Meskipun pemeriksaan pajak mempunyai tujuan yang baik, tapi adakalanya para Wajib Pajak melakukan perlawanan pada saat pemeriksaan atau melakukan tindakan yang membuat pemungut pajak terhambat, mereka ada yang mengadakan perlawanan secara aktif dan ada juga perlawanan secara pasif.


Seperti dalam bukunya Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, bahwa :


“Hambatan terhadap pemungut pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain :

a. Tax Avoidance, usaha meningkatkan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang,

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)”.









        (2001 : 9)

Sejalan dengan Self Assessment System, pemeriksaan pajak merupakan suatu usaha yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan.

2.3 Pajak
2.3.1 Pengertian Pajak


Di Indonesia, negara memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu sumber pendapatan terbesar Negara adalah dari pajak.
Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, pengertian pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.“

                                                                                                       (2004 : 1)

Menurut Rahmat Soemitro dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus”, pengertian pajak adalah:

“Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang lansung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

       (2003 : 1)

Menurut N.J Feldman dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus”, bahwa: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.” 

       (2003 : 1)
Menurut S.I Djajadiningrat dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus Pajak”, menjelaskan bahwa:


“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung.”

                   (2003 : 1)

Menurut Indra Ismawan dalam bukunya “Memahami Reformasi Perpajakan 2000”, menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membayar pngeluaran umum.”

    (2001 : 4)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Pajak itu sifatnya memaksa karena tidak adanya kontraprestasi karena jika kita tidak membayar pajak maka kita akan mendapat sanksi administrasi.

3. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

4. Tanpa  jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara secara langsung.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Digunakan untuk pengeluaran umum atau rumah tangga negara.

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

6. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
7. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter (sumber pemasukan keuangan negara), yaitu regulerend (mengatur keuangan negara).

Dari 5 pendapat tentang pengertian pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbale balik langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sedangkan tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berdasarkan pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi Negara yang mendasarinya.


Kalau kita melihat kembali ke pengertian pajak dan cirri-ciri seperti yang dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan negara, namun tidak demikian, pemungutan pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair )

Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus”, menjelaskan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk mempunyai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain”.






             
                   (2003 : 2)
Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, menjelaskan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair karena pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”. 









                   (2004 : 1)

Sedangkan menurut Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pajak”, menjelaskan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi sebagai instrument yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara”.









                 (2002 : 15)

Dari ketiga pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus”, menjelaskan bahwa:
“Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn-BM) di kenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha dapat mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan.

e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota. Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f. Pemberlakuan tax holding, dimaksudkan untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.”
       (2003 : 3)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, menjelaskan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi regulerend karena Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”. 









       (2004 : 1)


Menurut Muqodium dalam bukunya “Perpajakn Buku Satu”, menjelaskan bahwa:

“Fungsi regulerend atau fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat di bidang social, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.”









       (2002 : 8)

Menurut Erly Suandy dalam bukunya  yang berjudul “Hukum Pajak”, menjelaskan bahwa:

“Fungsi regulerend atau fungsi mengatur yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.”









       (2002 : 2)

Dari pendapat diatas maka penulis menyimpulakan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Di dalam pemungutan pajak biasanya akan timbul hambatan atau perlawanan, maka untuk menghidari itu semua pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat.


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” syarat-syarat pemungutan itu adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungtan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syariah Yuridis)

3. Tidak menganggu perekonomian (Syariah Ekonomis)

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

                                                                                                       (2004 : 2)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenalan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak


Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.


Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.


Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.


Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.4 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil


Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. 


Menurut Mardiamo dalam bukunya “Perpajakan”, menerangkan bahwa:
1. Hukum Pajak Materiil

.

2. Hukum Pajak Formil
                      







       (2004 : 5)

Hukum pajak materiil adalah hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan


Sedangkan hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak aparat untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalkan menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.                                                        


Dari uaraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melaksanakan kedua hukum diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu jika untuk mengetahui keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang membayar pajak dan besarnya tarif pajak itu kita melihat hukum pajak materiil dan jika tata cara, hak dan kewajiban diatur dalam hukum pajak formil.

2.3.5 Pembagian Pajak  

Agar perundang-undangan pajak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka harus ada pembagian pajak agar lebih dapat spesifik dan nantinya dapat terkendali. Pembagian pajak ini meliputi golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya 

Menurut Waluyo dan Wiraman B Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia”, bahwa menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

    Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkankan kepada pihak lain.

    Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

                  (2002 : 11)
Jadi kesimpulannya, pajak langsung merupakan pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bias diwakilkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajakn tidak langsung merupakan pajak yang bias dibayar atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
Menurut Waluyo dan Wiraman B Ilyas dalam bukunya yang berjudul  “Perpajakan Indonesia”, bahwa menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada  subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

     Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

     Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang   Mewah.

          (2002 : 11)
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
Menurut Waluyo dan Wiraman B Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia”, bahwa menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

     Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

     Pajak Daerah terdiri atas:

· Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

· Pajak Kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.







      (2002 : 11)
2.3.6 Tata Cara Pemungutan Pajak


Tata cara pemungutan terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak. 
1. Stelsel Pajak

Stelsel pajak adalah pengenaan atas pajak. Maksudnya adalah pengenaan pajak ini akan didasarkan pada penghasilan nyata atau anggapan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini. 


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, mengemukakan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

     a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

c. Stelsel Campuran










    (2004 : 6-7)


Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih reslistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Dapat penulis simpulkan bahwa stelsel terdiri dari tiga stelsel yaitu stelsel nyata yaitu pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun, stelsel anggapan yaitu penghasilan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, dan stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan.

2 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan adalah asas yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari rakyat itu berdasarkan pada tempat tinggal, sumber, atau kebangasaan dari wajib pajak itu sendiri.
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
a. Asas Domisili (Asas tempat Tinggal)
b. Asas Sumber

c. Asas Kebangsaan

        (2004 : 7)
Asas domisili adalah asas yang menetapkan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

Asas sumber adalah asas yang menetapkan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Sedangkan asas kebangsaan adalah asas yang pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan asas yang dianut oelh suatu negara itu berbeda-beda, ada yang menggunakan asas tempat tinggal, asas sumber atau asas kebangsaan. Hal itu tergantung dari kebiajakan dari masing-masing pemerintahan.

3. Sistem Pemungutan Pajak


System pajak adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang membayar pajaknya pada siapa. Pada wajib pajak itu sendiri, aparat pajak, pihak ketiga maksudnya bukan wajib pajak ataupun aparat pajak, atau pada siapa. 


Menurut Burton dalam bukunya “Perpajakan”, bahwa sistem pemungutan pajak dibagi atas 4 macam, yaitu:

a. Official Assessment System 

b. Semi Self Assessment System
c. Self Assessment System
d.  With Holding System,

                                                (2001 : 19-20)
Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (aparat) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh aparat. Besarnya utang pajak seseorang diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Semi Self assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak aparat menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan Wajib Pajak.
Self Assessment System, yaitu dimana dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan aparat tidak turut campur dalam penentuan besarnya utang pajak seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan.

With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada aparat. Dalam sistem ini aparat dan Wajib Pajak tidak aktif. Aparat bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Indonesia memakai sistem pemungutan Self Assessment System sejak tahun 1984 dengan Ketentuan Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tanggal 1 januari 1984 yang sekarang diganti menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.3.7 TARIF PAJAK

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah diatur di dalam perundang-undangan pajak.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/ Proporsional
2. Tarif Tetap

3. Tarif Progresif

4. Tarif Degresif

  (2004 : 9-10)
Tarif sebanding adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.Contohnya adalah untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%.

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.Contohnya adalah besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan biliyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. !.000,00.

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.Contohnya adalah Pasal 17 UU PPh 2000 dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan BUT










  Tarif

· Sampai dengan Rp.50.000.000,00.                                     10%

· Diatas Rp.50.000.000,00. s.d Rp.100.000.000,00.             15%

· Diatas Rp.100.000.000,00.                                                  30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a. Tarif Progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar

b. Tarif Progresif tetap      : kenaikan persentase tetap

c. Tarif progresif degresif : kenaiakn persentase semakin kecil.

Dengan demikian, taruf pajak menurut pasal 17 UU PPh tersebut diatas termasuk tarif progresif progresif.
Tarif desgresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 4 tarif pajak, yaitu tarif proporsional yang tarifnya tetap, tarif tetap berupa jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, tarif progresif yang digunakan berdasarkan penghasilan (semakin besar penghasilan maka pajak yang harus dibayarpun semakin besar), tarif degresif yaitu semakin besar penghasilan tetapi pajak yang harus dibayar kecil.  

2.3.8 Utang Pajak

A. Saat Timbulnya Utang Pajak


Di dalam hukum pajak, timbulnya utang didasrkan pada 2 pendapat yang berbeda, yaitu:

Pendapat pertama menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-Undang Pajak, yang memiliki arti bahwa setelah Undang-Undang Pajak diundangkan pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa uatng pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (aparat), artinya bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat aparat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.


Menurut Burton dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak”, menerangkan bahwa: 

“Utang pajak timbul pada saat suatu Undang-Undang Pajak diundangkan yang berarti secara material seseorang mempunyai (diketahui mempunyai) utang pajak dengan adanya Undang-Undang Pajak. Sedangkan untuk masalah dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak merupakan masalah formal saja”.  
(2001 : 21-22)

B. Pengenaan Utang Pajak

Pengenaan pajak adalah suatu cara perhitungan  pajak yang tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Burton dalam bukunya “Hukum Pajak”, menjelaskan bahwa pengenaan utang pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Pengenaan di depan (Stelsel Fiksi)

2. Pengenaan di belakang (Stelsel Rill)

3. Pengenaan campuran 
                                                                                                            (2001 : 24)

Pengenaan di Depan (Stelsel Fiksi), yaitu: suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan suatu anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi Undang-Undang, misalnya Pasal 25 UU PPh.

Pengenaan di Belakang (Stelsel Rill), yaitu: merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (riil) atau nyata, yamg diperoleh dalam suatu tahun paja. Karena besarnya utang penghasilan seseorang wajib pajak baru diketahui pada akhir tahun pajak, maka penganaan pajak baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak.

Pengenaan cara Campuran, merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada kedua cara pengenaan pajak (fiksi dan riil). Pada awal tahun pajak aparat akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak  berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil). Undang-undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

C. Hapusnya Utang Pajak

Pajak dapat terhapus oleh sesuatu hal. Ada beberapa kriteria yang dapat menyebabkan terhapusnya utang pajak. 
Menurut Burton dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak”, bahwa :

Hapusnya (berakhirnya) utang pajak disebabkan oleh 4 hal, yaitu:

a. Pembayaran

b. Kompensasi

c. Daluwarsa

d. Penghapusan

(2001 : 22-23)

Utang pajak akan hapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lainnya.


Kompensasi adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).


Daluwarsa utang pajak bias terjadi karena lampaunya waktu penetapan pajak (penerbitan Surat Ketetapan Pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak (pasal 13 dan pasal 22 UU Nomor 16 Thn 2000 tentang KUP menyatakan daluwarsa penetapan pajak adalah 10 tahun).


Hapusnya utang pajak terjadi karena proses penghapusan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli tidak dapat ditemukan.

2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasrkan Surat Keputusan dari Pemerintah daerah setempat.

3. Sebab lain, misalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapt ditemukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. 
2.4 PAJAK PENGHASILAN

Agar dapat mempelajari lebih dalam tentang pajak penghasilan maka harus diketahui terlebih dahulu dasar-dasar pajak penghasilan.

Menurut buku Undang-undang Pajak 2006, menjelaskan bahwa undang-undang pajak telah pengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

2. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperolah orang pribadi maupun badan.

3. Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
                                                                                                   (2006 : 148)


Undang-undang Pajak Penghasilan menganuit asas materill, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari pajak penghasilan yang berikutnya harus kita ketahui adalah pengertian dari pajak penghasilan.


Menurut buku Undang-undang Pajak Tahun 2006, menerangkan bahwa:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak”. 

    (2006 : 149)


Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat mengenakan PPh, yang pertama akan dilihat adalah kondisi subjeknya, setelah itu dilihat apakah objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

2.4.2  Subjek Pajak dan Objek (Wajib) Pajak


Agar dapat mempelajari Pajak Penghasilan yang menggunakan self assessment system, yaitu system pemungutan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan baik. Lebih dulu kita mempelajari subjek pajak, objek pajak dan hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu.
1. Subjek Pajak


Subjek Pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. 

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. 

Menurut buku Undang-undang Pajak Tahun 2006, menerangkan bahwa

A. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

a.  Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
B. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.  Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:


Subjek pajak dalam negeri ada 2, yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi  sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atas warisan tersebut.

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

· Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

· Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak Orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

                                                                                              (2006 : 149)

Subjek pajak dalam negeri melalui Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesdia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.


Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah:

Tabel 2.1

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri
	Wajib Pajak dalam negeri
	Wajib Pajak luar negeri

	· Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

· Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.

· Tarif pajak yang digunakan adalah tariff umum (tariff UU PPh pasal 17)

· Wajib menyampaikan SPT
	· Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia

· Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.

· Tarif pajak yang digunakan adalah tariff sepadan (tariff UU PPh pasal 26)

· Tidak wajib menyampaikan SPT.


   Sumber: Perpajakan Mardiasmo (2004 : 107)

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel 2.2

Mulai dan Berakhirnya Subjek Pajak
	MULAI
	BERAKHIR

	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:
· Saat dilahirkan.

· Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:
· Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT:

· Saat menjalankan usaha atau melakkukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

· Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT.

· Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.


	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:

· Saat meninggal.
· Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:
· Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT:

· Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
· Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT.
· Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.


	Warisan Belum Terbagi:

· Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.
	Warisan Belum Terbagi:

· Saat warisan telah selesai dibagikan.


   Sumber: Perpajakan Mardiasmo (2004 : 107)

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilam diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

· Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

· Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik.

3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:

· Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

· Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat:

· Bukan warga Negara Indonesia.

· Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2. Objek Pajak

Menurut Undang-undang Pajak 2006 menerngkan bahwa:


“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan”.


“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun”.
                                                                                                                (2006 : 151)


Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertan modal.

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturuna lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.

7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. keuntunga karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari uasah atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

a. Keuntungan karena pembebanan utang.

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang meli[uti Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.


Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetoran modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi  kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada no.7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.  

2.4.3 Pemotong atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Di dalam pajak penghasilan ada pemotong (subjek pajak) dan pemungutan pajak penghasilan (objek pajak) yang bersifat final. Pemotong atau pemungut pajak yang bersifat final adalah ketentuan pajak yang berlaku saat ini dan utang pajaknya tidak dapat dikreditkan, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini.


Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” menerangkan bahwa:

“Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungitan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak”.
                                                                                                                (2004 : 121)


Dari uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak yang bersifat final tidak akan diperhitungkan menjadi kredit pajak.
2.4.4 Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya, Wajib Pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua cara, yaitu pelunasan pajak berjalan dan pelunasan pajak akhir tahun.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” menerangkan bahwa:

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam Masa pajak yang   meliputi:

a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak.

b. Pembayaran pajak melaui pemotongan/pemungutan pihak ke tiga (orang pribadui atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu:

1) Pemotong PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 21).

2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22).

3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, hadiah, dan penghargaan (PPh Pasal 23).

4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh Pasal 24).

5) Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri (PPh Pasal 26).

6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga depositi dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya (PPh Pasal 4 ayat (2)).

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.


Pelunasan pajak sesudah akhir tahun pajak berakhir dilakukan dengam cara:

a. Membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.

b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

                                                                                                          (2004 : 121)

2.4.5 Cara Perhitungan

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tariff pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:



Dari keterangan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tarif pajak yang digunakan untuk pajak penghasilan orang pribadi adalah tarif  pasal 17 yang dikenakan langsung dari penghasilan yang diperoleh. Begitu juga dengan pajak penghasilan badan yang membedakan hanya dalam penghasilan pajak orang pribadi haris dipotong dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan


Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.3

Tabel Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp 25.000.000,00
	5% 

(lima persen)

	Diatas Rp.25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00
	10% 

(sepuluh persen)

	Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00
	15% 

(lima belas persen)

	Diatas Rp.100.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00
	25% 

(dua puluh lima persen)

	Diatas Rp.200.000.000,00
	35%

 (tiga puluh lima persen)


Sumber: Undang-undang Pajak 2006 (2006 : 160)
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tabel 2.4

Tabel Tarif Pajak
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp 50.000.000,00
	10% 

(sepuluh persen)

	Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00
	15% 

(lima belas persen)

	Diatas Rp.100.000.000,00
	30% 

(tiga puluh persen)


Sumber: Undang-undang Pajak 2006 (2006 : 160)
2.4.7 Kewajiban Perpajakan PPh Orang Pribadi

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dikutip oleh Burton dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak”, adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Khususnys terhadap Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkna UU PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Kewajiban melakukan pemotongan / pemungutan pajak, dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Pajak PPh Orang Pribadi.

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pembertahuan Pajak Masa PPh Orang Pribadi. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani dan menyampaikan ke kantor tempat Wajib Pajak terdaftar.

4. Kewajiban membayar atau meyetor pajak, kewajiban membayar atau menyetor, kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN / BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat 1 UU KUP).

5. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1 UU KUP). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menhitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha bebas. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan.

6. Kewajiban menaati pemeriksaan. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak (Pasal 29 ayat (3) UU KUP).









   (2001 92-93)      


Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 04 / PJ.5 /86 tanggal 25 April 1986, diberikan tafsir derajat ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan

2. Wajib Pajak denga sengaja menyalahgunakan dengan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

4. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampiran keterangan tidak benar

5. Wajib Pajak dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

6. Wajib Pajak dengan sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lainnya.

7. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2.4.8 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh OP

Saat terutangnya pajak,penyetoran dan pelaporan PPh OP adalah waktu dimana wajib pajak harus membayar, menyetor, dan melaporkan SPT-nya kepada kantor pelayanan pajak tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar.

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, saatnya pajak terutang, saatnya SPT harus disetorkan dan waktunya harus melapor, diuraikan sebagai berikut:

a. Pemotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode yang dianutnya.

b. PPh OP harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

c. Pemotong Pajak PPh OP diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

d. Pemotong Pajak PPh OP harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
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Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemotong pajak penghasilan orang pribadi terutang melakukan pembayaran pada akhir bulan dan harus disetorkan pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya dan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir dan bukti harus diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)


= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17


= Penghasilan netto x tarif pasal 17


= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17





Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi)


= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17


= (Penghasilan netto - PTKP) x tarif pasal 17


= [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP] x   tarif pasal 17











